BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpukan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan akibat
Pandemi COVID-19 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
dimana pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah
pokok dan tunjangan tetap selama dirumahkan. Apabila pengusaha akan
membayar upah pekerja tidak secara penuh, atau melakukan penangguhan
upah selama tenaga kerja dirumahkan, maka hal ini terlebih dahulu wajib
dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja tersebut
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-
05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah
Pemutusan Hubungan Kerja. Bagi tenaga kerja yang mengalami PHK oleh
perusahaan, tenaga kerja wajib mendapatkan uang pesangon sebagaimana
diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dimana syarat-syarat pelaksanaan PHK tersebut harus
memenuhi Kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konsitusi No :
19/PUU-1X/2011.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan
akibat dirumahkan dan di PHK adalah upaya hukum melalui jalur non
litigasi yaitu: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Untuk jalur

litigasi penyelesaian perselisinan hubungan industrial dapat dilakukan



melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang
dirumahkan maupun yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
hendaknya tenaga kerja sedari awal membuat kesepakatan/kontrak kerja
dengan pihak perusahaan dalam bentuk kontrak tertulis. Kontrak tersebut
setidaknya memuat klausul-klausul tata cara pemberian upah maupun
tunjangan jika terjadi keadaan Force Majeure/Keadaan Memaksa
sebagaimana situasi Pandemi COVID-19 saat ini.

2. Kepada pihak tenaga kerja maupun pihak perusahaan, hendaknya dalam
proses penyelesaian permasalahan hubungan industrial, dapat diselesaikan
secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sehingga sengketa tersebut
tidak berlarut-larut karena akan banyak menghabiskan waktu, tenaga serta
biaya bagi kedua belah pihak terlebih jika kasus tersebut harus

diselesaikan melalui jalur litigasi.
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